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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum acara perdata bisa disebut juga dengan hukum acara perdata 

formil. Sebutan  hukum  acara  perdata  lebih  lazim  dipakai  daripada  hukum  

perdata formil.  Hukum  acara  perdata  atau  hukum  perdata  formil  

merupakan  bagian dari hukum perdata. Karena, disamping hukum acara 

perdata formil juga ada hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil ini 

lazimnya disebut hukum perdata saja. Yang dimaksud dengan hukum perdata 

formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-

hak keperdataan sesuai hukum materiil mengandung sanksi yang sifatnya 

memaksa (Sarwono, 2011: 3). 

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia 

menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang 

bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum 

materiil dengan perantaraan kekuasaan negara. Meliputi baik perkara yang 

mengandung sengketa (contentieus) maupun yang tidak mengandung sengketa 

(voluntair). 

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama, baik perkara gugatan 

atau perkara yang mengandung sengketa, maupun permohonan atau perkara 

yang tidak mengandung sengketa, pihak yang mengajukan perkara tersebut 
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harus betul-betul memperhatikan, apakah perkara yang diajukan sudah 

memenuhi syarat formil maupun materiil. Perkara yang sudah memenuhi syarat 

tersebut, dapat  disidangkan oleh majelis hakim berdasarkan penetapan dari 

Ketua Pengadilan Agama. 

Setiap tahapan tersebut harus di tulis di dalam berita acara persidangan. 

Karena hubungan hukum antara putusan dan berita acara persidangan 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga berita acara 

persidangan menjadi sumber rujukan maupun patokan dalam menguji 

kebenaran pertimbangan putusan yang dijatuhkan. Putusan yang baik harus 

bersandar kepada berita acara persidangan.  

Dalam suatu prosedur persidangan, sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, maka diakhir persidangan akan ada penetapan putusan dari majelis 

hakim yang menangani perkara tersebut. Penetapan tersebut bisa berupa 

dikabulkannya suatu permohonan atau malah ditolaknya suatu permohonan. 

Dalam hukum acara perdata, putusan pengadilan dapat berupa tiga hal, 

yaitu, gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. 

Gugatan dikabulkan, menurut M. Yahya Harahap, dikabulkannya suatu 

gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh 

penggugat sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

Gugatan ditolak, dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, M. Yahya 

Harahap menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil 

membuktikan dalil gugatannya (tidak terbukti), akibat hukum yang harus 
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ditanggungnya atas tidak terbukti dalil gugatannya adalah gugatannya mesti 

ditolak seluruhnya (Yahya Harahap, 2008 : 812). 

Gugatan tidak dapat diterima, dijelaskan pula oleh Yahya Harahap, 

bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara 

lain, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona, gugatan 

obscuur libel, gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, 

gugatan nebis in idem. 

Nebis in idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang 

kedua kalinya dalam perkara yang sama. Nebis in idem diatur dalam pasal 1917 

BW. dinyatakan bahwa suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 

mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar soalnya putusan.  

Suatu gugatan dapat dinyatakan nebis in idem dalam hal telah ada 

putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang 

sama, dengan pihak yang sama, alasan yang sama, dan pengadilan yang sama. 

Berkaitan dengan azas nebis in idem, Mahkamah Agung mengeluarkan 

Surat Edaran No. 3 Tahun 2002, tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan 

dengan Azas Nebis In Idem, bahwa agar azas nebis in idem dapat terlaksana 

dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari 

adanya putusan yang berbeda, maka proses di Pengadilan yang sama: 

1. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada 

Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di 

masa lalu; 



4 
 

 

2. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai 

keadaan tersebut; 

3. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi 

maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah 

diputus di masa lalu.  

Suatu putusan hakim juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan,  

bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka, demi keadilan dan kebenaran, 

setiap putusan, hakim perlu untuk memeriksa ulang agar kekeliruan atau 

kekhilafan tidak terjadi, agar putusan tersebut dapat diperbaiki. Bagi setiap 

putusan hakim pada umumnya tersedia “upaya hukum“ yaitu upaya atau alat 

untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Sudikno 

Mertokusumo, 2002: 224). 

Pada tanggal 19 September 2006 telah terdaftar perkara cerai gugat dan 

pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Bekasi dengan No. 617/Pdt. 

G/2006/PA. Bks, yang diajukan oleh Penggugat selaku istri yang telah 

dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2002. 

Setelah melalui proses persidangan, pada tanggal pada tanggal 14 

Februari 2007, Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat tersebut. 

Penggugat dan Tergugat pun resmi bercerai di Pengadilan Agama Bekasi, 

namun Penggugat mencabut tuntutan hak pemeliharaan anak dengan 

menyerahkan pemeliharaannya kepada Tergugat selaku mantan suaminya 

dengan pertimbangan belum adanya penghasilan untuk menghidupi diri sendiri 
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termasuk untuk anaknya, kemudian hakim dalam putusannya menetapkan hak 

asuh anak kepada Tergugat selaku ayahnya. 

Ternyata lama kelamaan Tergugat sudah tidak lagi konsekwen atas 

amanah yang penggugat berikan serta putusan tersebut, dimana Penggugat 

dipersulit, jangankan untuk memberikan kasih sayang untuk dapat bertemu 

atau melihat saja selalu dilarang. Sehingga Penggugat kembali menggugat 

Tergugat ke Pengadilan Agama Bekasi mengenai pemeliharaan anak supaya 

dicabut dan berpindah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat menjawab 

gugatan Penguggat sampai ke replik duplik, bahwa tidak benar semua yang 

telah dituduhkan terhadap dirinya, Tergugat selalu menerima dan membuka 

atau memberi jalan kepada Penggugat jika ingin bertemu dengan anaknya dan 

Tergugat pun ingin tetap memiliki hak asuh anak sepenuhnya. Sampai akhirnya 

Pengadilan Agama Bekasi mengeluarkan putusan No. 088/Pdt.G/ 2008/PA. 

Bks. Yang amarnya, “Menolak gugatan Penggugat”. 

Merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Bekasi, Penggugat 

mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengeluarkan 

putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu putusan 

No. 147/Pdt.G/2008/PTA. BDG pada tanggal 30 Oktober 2008. 

Setelah putusan terakhir diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada 

tanggal 9 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding 

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2008 . 

Alasan yang diajukan dalam memori kasasi adalah, bahwa judex facti telah 

salah dalam menerapkan hukum karena pemeriksaan atas gugatan a quo jelas-
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jelas telah melanggar salah satu azas, yaitu azas nebis in idem, dimana larangan 

pengajuan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama baik 

mengenai subjeknya, objeknya, dan alasannya telah diputus oleh pengadilan 

yang sama. 

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada tanggal 4 

September 2009 No. 424 K/AG/2009, yang amarnya adalah “Menolak 

Permohonan Kasasi, dan Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung, dan Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bekasi.” 

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat, “bahwa 

oleh karena sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengenai 

pemeliharaan anak telah diputus dalam putusan pengadilan tingkat pertama, 

No. 617/Pdt.G/2006/PA.Bks tentang pemeliharaan anak, maka seharusnya 

putusan pada amar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tidak 

berbunyi “menolak gugatan Penggugat” tetapi berbunyi “tidak dapat diterima” 

karena Nebis In Idem”. 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 

penerapan azas tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi 

dengan  judul “PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM SENGKETA 

PERKAWINAN (Analisis Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 424 

K/AG/2009) “. 

B. Rumusan Masalah 

Uraian di atas menunjukan bahwa suatu putusan hakim juga tidak luput 

dari kekeliruan dan kekhilafan, tidak mustahil bersifat memihak, bahkan 
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sampai nebis in idem. Maka, penelitian ini dibatasi hanya pada pendapat hakim 

dan penerapannya pada putusan tingkat Kasasi. 

Berkenaan dengan permasalahan itu, diajukan beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam 

pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 424 K/AG/2009. Sehingga 

perkara tersebut dinilai berkaitan dengan asas nebis in idem? 

2. Apakah nebis in idem  dapat berlaku mutlak dalam perkara perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis 

Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 424 

K/AG/2009. sehingga perkara tersebut dinilai berkaitan dengan asas nebis 

in idem. 

2. Untuk  mengetahui apakah nebis in idem  dapat berlaku mutlak dalam 

perkara perkawinan. 

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat berguna: 

1. Agar dapat mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis 

Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 424 

K/AG/2009. sehingga perkara tersebut dinilai berkaitan dengan asas nebis 

in idem. 

2. Agar dapat mengetahui apakah nebis in idem  dapat berlaku mutlak dalam 

perkara perkawinan. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang 

Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri 

perkara. Setiap putusan Pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus 

ditanda tangani oleh  hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut 

serta memeriksa dan memutus perkara serta Panitera Pengganti yang ikut 

bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman). 

Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Putusan 

adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang 

oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan 

di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa para pihak (Sudikno Mertokusumo, 2002: 202). 

Sedangkan menurut Subekti adalah diambilnya suatu putusan oleh hakim 

yang berisi penyelesaian perkara yang disengkatakan. 

Sedangkan menurut Andi Hamzah yang dikutif Abdul Manan, putusan 

adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan 

dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis atau lisan. 

Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata 

menyebutkan putusan pengadilan adalah suatu putusan oleh hakim, sebagai 
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pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, 

yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan di persidangan 

serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. 

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga 

macam, yaitu:  

1. Putusan  

2. Penetapan  

3. Akta perdamaian 

Bentuk putusan Peradilan Agama dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 

57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 

64. Kemudian selain daripada pasal-pasal yang disebut di atas, masalah bentuk 

putusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 60. 

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). 

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada 

seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. 

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh 

salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan 

Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas 

dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. 

Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 Undang-Undang No. 14 

Tahun 1985 antara lain: 

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang 

2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 
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3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 

bersangkutan. 

Yang dimaksud dengan nebis in idem adalah suatu larangan pengajuan 

gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai 

subjeknya, objeknya, dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama 

(Sarwono, 2011: 90). 

Asas nebis in idem tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan 

yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas nebis 

in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas 

(vrijspraak), lepas (onstlag van alle rechtsvolging) atau pemidanaan 

(veroordeling) (Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

Nebis in idem diatur dalam pasal 1917 BW. dinyatakan bahwa suatu 

putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas 

daripada sekadar soalnya putusan.  

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam nebis in idem antara lain 

sebagai berikut: 

1. Objeknya sama 

2. Subjeknya sama 

3. Alasannya sama 

4. Pengadilannya sama 
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Suatu gugatan dapat dinyatakan nebis in idem dalam hal telah ada putusan 

berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, 

dengan pihak yang sama, alasan yang sama, dan pengadilan yang sama. 

E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu analisis terhadap suatu putusan 

pengadilan atau yurisprudensi. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode yuridis normatif (Legal Research), metode penelitian ini dapat 

digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal 

sebagai analisis yurisprudensi (Cik Hasan Bisri, 2001). Yakni menelaah 

secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum.  

2. Sumber Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang 

diperoleh di lokasi penelitian (Burhan Bungin, 2006). Adapun data yang 

dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data primer 

dan data sekunder. 

a. Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang bersumber dari  sumber asli atau 

pertama. Dalam hal ini adalah salinan putusan perkara dari Pengadilan  

Agama Bekasi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Mahkamah 
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Agung, serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung 

untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang 

berkaitan dengan pembahasan obyek penelitian termasuk dokumen 

(Saefudin Azwar, 2001: 9). serta hasil wawancara kepada para ahli 

hukum dalam hal ini adalah hakim. 

3. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif, yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu pemikiran dalam hal ini 

adalah keputusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini: 

a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui 

komunikasi langsung dengan percakapan atau tanya jawab untuk  

memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat 

pengamatan.  

b. Dokumentasi 

Yaitu merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan  

data atau informasi yang bersumber dari buku-buku, makalah, jurnal, 
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artikel, salinan putusan, website, dan peraturan perundang-undangan, 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini 

adalah menggunakan metode prespiktif, melalui pengolahan bahan-bahan 

hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara 

sistematis dan terarah.  
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